PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 71 TAHUN 2007
TENTANG
TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL
| NSPEKTUR KETENAGALI STRI KAN, | NSPEKTUR TAVBANG, DAN
| NSPEKTUR M NYAK DAN GAS BUM

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni mbang :

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan
secara penuh dal am Jabat an Fungsi onal | nspekt ur
Ket enagal i stri kan, |nspektur Tanbang, dan Inspektur M nyak
dan Gas Bum, perlu diberikan tunjangan jabatan fungsi onal
yang sesuai dengan beban kerja dan tanggung |awab
pekerj aannya;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan dal am
rangka nmeni ngkat kan kesejahteraan dan produktivitas Kkerja
Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dipandang perlu
mengat ur Tunj angan Jabat an Fungsi onal | nspekt ur
Ket enagal i stri kan, |nspektur Tanbang, dan Inspektur M nyak
dan Gas Bum dengan Peraturan Presiden;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok
Kepegawai an (Lenbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nonor 55, Tanbahan Lenbaran Negara Republik |ndonesia Nonor
3041) sebagai nana tel ah di ubah dengan Undang- Undang Nonor 43
Tahun 1999 (Lenbaran Negara Republik |ndonesia Tahun 1999
Nonor 169, Tanmbahan Lenbaran Negara Republik | ndonesia Nonor
3890) ;

3. Peraturan Penerintah Nonor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lenmbaran Negara Republik | ndonesia
Tahun 1977 Nonmor 11, Tanbahan Lenbaran Negara Republik
| ndonesi a Nonor 3098) sebagai mana tel ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Penerintah Nonor 9 Tahun 2007
(Lenmbaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 Nonor 25);

4. Peraturan Penerintah Nonor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil (Lenbaran Negara Republik
| ndonesia Tahun 1994 Nonor 22, Tanbahan Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a Nonor 3547);

5. Keput usan Presiden Nonmor 87 Tahun 1999 tentang Runpun Jabat an
Fungsi onal Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menet apkan :

PERATURAN PRESI DEN TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSI ONAL | NSPEKTUR
KETENAGALI STRI KAN, | NSPEKTUR TAMBANG, DAN | NSPEKTUR M NYAK DAN GAS

BUM



Pasal 1

Dal am Peraturan Presiden ini, yang di maksud dengan :

1. Tunj angan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan,
yang sel anjutnya  disebut dengan  Tunj angan | nspekt ur
Ket enagal i stri kan adal ah tunjangan jabatan fungsional yang
di beri kan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
di tugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional | nspektur

Ket enagal i stri kan, sesuai dengan ket ent uan per at ur an
per undang- undangan.
2. Tunj angan Jabatan  Fungsi onal | nspekt ur Tanbang, yang

sel anj ut nya di sebut dengan Tunj angan | nspektur Tanmbang adal ah
tunj angan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai
Negeri Sipil yang di angkat dan ditugaskan secara penuh dal am
Jabat an Fungsi onal | nspektur Tanbang, sesuai dengan ket entuan
per at uran per undang- undangan.

3. Tunj angan Jabatan Fungsional |nspektur M nyak dan Gas Bum,
yang sel anjutnya disebut dengan Tunjangan |nspektur M nyak
dan Gas Bum adalah tunjangan jabatan fungsional yang
di beri kan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan
di tugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional | nspektur
M nyak dan Gas Bum, sesuai dengan ketentuan peraturan
per undang- undangan.

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara
penuh dalam Jabatan Fungsi onal I nspektur  Ket enagal i stri kan,
| nspekt ur Tanbang, dan |nspektur M nyak dan Gas Bum, diberikan
tunj angan |nspektur Ketenagalistrikan, |Inspektur Tanbang, dan
| nspekt ur M nyak dan Gas Bum setiap bul an

Pasal 3

Besar nya tunj angan | nspektur Ketenagalistrikan, |nspektur Tanbang,
dan I nspektur M nyak dan Gas Bum sebagai nana di maksud dal am Pasa

2 adal ah sebagai nana tercantum dal am Lanpiran |, Lanpiran Il, dan
Lanpiran |1l Peraturan Presiden ini
Pasal 4

(1) Tunjangan | nspektur Ketenagalistrikan, |nspektur Tanbang, dan
| nspektur M nyak dan Gas Bum sebagai nana di naksud dal am
Pasal 3, diberikan terhitung nulai tanggal 1 Januari 2007.

(2) Sejak mulai tanggal penberian tunjangan sebagai mana di maksud
pada ayat (1), bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah nenerina
tunj angan | nspektur Ketenagalistrikan, |Inspektur Tanmbang, dan
| nspektur M nyak dan Gas Bum berdasarkan Peraturan Presiden
Nonor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional
| nspekt ur Ketenagal i strikan, |nspektur Tanmbang, dan | nspektur
M nyak dan Gas Bum, kepadanya hanya diberikan selisih
kekurangan besarnya tunjangan |nspektur Ketenagalistrikan,



